
SALINAN
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Mengingat

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 24TAHUN2022

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah
yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan
adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong
prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukal Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Irian Barat (l,embaran Negara Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O01 Nomor 135, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Nomor 21 Tahun 20O1 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202 I Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang....... I 2
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12. Peraturan Pemerintah......./3

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undalg-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dal Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentalg
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentatg
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Ol 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara flrrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (t,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarr:bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kefa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tenlang Cipta Kerja
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tarrrbaharl Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
65731;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungarr
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757\;

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);



12. Perah:ran Fernerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil fl.€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3089) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Femerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentarg
Pembahan Keempatbelas Atas Ferahrran Femerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peratr,rran Galji @awai Negeri Sipil fimbaran
Negara Republik trdonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 354fl
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4O

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Feraturan Femerintah Nomor
16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional @awai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural (l-embaran Negara RepubJik l:donesia
Tahun 2O1O Nomor 51, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesian
Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahw 2016 Nomor 5887);

15. Peraturar Pemerintah Nomor 11 Tahun 20L7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagai mana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1,7 Tahwn 2O2O
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67so);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaal, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Repubtk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahvn 2O2I Nomor 926);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76|PMK.O7 12022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6459
Tahun 2022 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan
Gubernur Papua Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa,l 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan
kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatart
struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjalgan jabatan
fungsional umum.

2. Aparatur Sipil......./5
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2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pe{anjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pe4'anjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
Iainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahal.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan
organisasi pemerintah.

7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang
pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang
meskipun berbeda dalam hal jenis peke{aan, tetapi cukup setara dalam
ha1 tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan
kualifrkasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

8. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan da-lam peraturan perundang-
undangan dan/ atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin.

9. Mutasi adalah pemindahan dal pengangkatan pegawai dalam pangkat
dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah
ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.

10. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada
organisasi, unit ke{a, atau tim kerja sesuai dengan sasaran kinerja
pegawai dan perilaku kerja.

11. Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah
provinsi yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yatrg selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Instansi adalah unsur
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Prorrinsi
Papua Tengah.

Pasal 2

Pemberian TPP
Pegawai.

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan

BAB rr......./6
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BAB II
PEMBERIAN TPP

Pasal 3

(l)

(2t

TPP diberikan kepada Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Sekretariat
Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aiet Daerah, dan
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan pada
akhir bulan Desesmber Tahun 2022 dengan besaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(l) Parameter pemberian TPP terdiri dari:
a. Tingkat jabatan;
b. Beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Desember 2O22

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 6 Desember 2O22
q. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO
NrP. 19700114 199202 1001

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN

den lnya
R M,

SH, M.Si
N 1996 10 I 001

oMoR 24



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR :24 TAHUN 2022
TANGGAL :5 DESEMBER 2022

No

BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNCAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Nilai TPP
Per Bulan

R

R
R

R

R

R

. 50.000.000

. 40.000.000,-

. 30.o00.ooo,-

. 20.000.000

. 7.500.o00,-

. 5.000.000

I
2

4
D

7

I

R . 15.000.000

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

5 den a ya

SH, M.Si
99610 1 001NIP.

Jenis TPP

Kerja Esglqn I.b.lAtli U ta mabanBe
Beban Ahli Mada Esclon ILa
Beban Keria Eselon II.b/Ahli Muda
Beban Keria Eselon III.a/Ahli Pratama
Beban Kerja Eselon III.b/Ahli Penyelia
Beban Kerla Eselon IV.a/Mahir Rp. 1O.O00.0OO,-
Beban Kerja Eselon IV.b/Terampil
Beban Keria Staf/ Pemula8

r

6


